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Malpraktek

A. Pengertian Malpraktek

Bila dilihat dari definisi  diatas maka malpraktek dapat terjadi karena tindakan yang disengaja
(intentional)  seperti  pada  misconduct  tertentu,  tindakan kelalaian  (negligence),  ataupun suatu
kekurang-mahiran/ketidakkompetenan yang tidak beralasan (Sampurno, 2005). Malpraktek dapat
dilakukan oleh profesi apa saja, tidak hanya dokter, perawat. Profesional perbankan dan akutansi
adalah beberapa profesi yang dapat melakukan malpraktek.

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis.
Secara harfiah “mal”  mempunyai  arti  salah sedangkan “praktek” mempunyai  arti  pelaksanaan
atau tindakan, sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti
harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya
tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

Sedangkan  definisi  malpraktek  profesi  kesehatan  adalah  kelalaian  dari  seorang  dokter  atau
perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan
merawat  pasien,  yang  lazim dipergunakan  terhadap  pasien  atau  orang  yang  terluka  menurut
ukuran  dilingkungan yang  sama.  Malpraktek  juga  dapat  diartikan  sebagai  tidak  terpenuhinya
perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan
dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan
prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan,dalam arti harus menceritakan secara jelas tentang
pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa
lainnya yang diberikan.

Malpraktik  sangat  spesifik  dan  terkait  dengan status  profesional  dan  pemberi  pelayanan  dan
standar  pelayanan  profesional.  Malpraktik  adalah  kegagalan  seorang  profesional  (misalnya,
dokter dan perawat) untuk melakukan praktik sesuai dengan standar profesi yang berlaku bagi
seseorang yang karena memiliki keterampilan dan pendidikan (Vestal, K.W, 1995). Malpraktik
lebih  luas  daripada  negligence  karena  selain  mencakup  arti  kelalaian,  istilah  malpraktik  pun
mencakup  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  (criminal  malpractice)  dan
melanggar  undang-undang.  Di  dalam  arti  kesengajaan  tersirat  adanya  motif  (guilty  mind)
sehingga tuntutannya dapat bersifat perdata atau pidana.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktik adalah:

a. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan
b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya. (negligence)
c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Malpraktik secara langsung 



Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni :

a. Duty (kewajiban)

Dalam  hubungan  perjanjian  tenaga  perawatan  dengan  pasien,  tenaga perawatan  haruslah

bertindak berdasarkan

1) Adanya indikasi medis

2) Bertindak secara hati-hati dan teliti

3) Bekerja sesuai standar profesi

4) Sudah ada informed consent.

b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

Jika  seorang  tenaga  perawatan  melakukan  asuhan  keperawatan  menyimpang  dari  apa  yang

seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya,

maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.

c. Direct Causation (penyebab langsung)

d. Damage (kerugian)

Tenaga perawatan untuk dapat  dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal  (langsung) antara

penyebab (causal)  dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa

atau tindakan sela diantaranya.,  dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil  (outcome)

negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga perawatan.

Sebagai  adagium  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum,  maka  pembuktiannya  adanya  kesalahan

dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

2. Malpraktik secara tidak langsung

Cara  tidak  langsung  merupakan  cara  pembuktian  yang  mudah  bagi pasien,  yakni  dengan

mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya

sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).



Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai

b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan

c. Fakta  itu  terjadi  tanpa  ada  kontribusi  dari  pasien  dengan  perkataan  lain  tidak  ada

contributorynegligence.

Upaya pencegahan dalam menghadapi tuntutan malpraktek

1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan 

Dengan adanya  kecenderungan masyarakat  untuk menggugat  tenaga medis  karena adanya  malpraktek

diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

a. Tidak  menjanjikan  atau  memberi  garansi  akan  keberhasilan  upayanya,  karena  perjanjian

berbentuk  daya  upaya  (inspaning  verbintenis)  bukan  perjanjian  akan  berhasil  (resultaat

verbintenis).

b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.

c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.

d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.

e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya. 18

f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

2. Upaya Menghadapi Tuntutan Hukum

 Apabila  upaya  kesehatan  yang  dilakukan  kepada  pasien  tidak  memuaskan  sehingga  perawat

menghadapi  tuntutan  hukum,  maka  tenaga  kesehatan  seharusnya  yang  aktif  membuktikan  kelalaian

tenaga kesehatan. 

Apabila tuduhan kepada tenaga kesehatan  merupakan criminal malpractice, maka tenaga kesehatan dapat
melakukan : 

a. Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis atau menyangkal bahwa tuduhan yang

diajukan  tidak  berdasar  atau  tidak  menunjuk  pada  doktrin-doktrin  yang  ada,  misalnya  perawat

mengajukan bukti  bahwa yang  terjadi  bukan disengaja,  akan tetapi  merupakan resiko medic  (risk of



treatment), atau mengajukan alasan bahawa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana

disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan. 

b. Formal atau legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk doktrin-

doktrin  hokum,  yakni  dengan  menyangkal  tuntutan  dengan  cara  menolak  unsure-unsur  pertanggung

jawaban  atau  melakukan  pembelaan  untuk  membebaskan  diri  dari  pertanggung  jawaban,  dengan

mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa. 

Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya perawat menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang

sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepadanya.

Pada perkara perdata tuduhan civil malpractice dimana perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah

uang, yang dilakukan adalah mematahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak

yang  mendalilkan harus  membuktikan  dipengadilan,  dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya

harus  membuktikan  19  dalil  sebagai  dasar  gugatan  bahwa tergugat  (perawat)  bertanggungjawab atas

derita (damage) yang dialami penggugat. Untuk mebuktikan adanya civil  malpractice, utamanya  tidak

diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ispa loquitur ), apa lagi untuk mebuktikan adanya

tidakan menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan yang harus

membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga

keperawatan.  



Contoh Malpraktek Keperawatan Dan Kajian Etika Hukum

Pasien usia lanjut mengalami disorientasi pada saat berada di ruang perawatan. Perawat tidak membuat
rencana  keperawatan  guna  memantau  dan  mempertahankan  keamanan  pasien  dengan  memasang
penghalang tempat tidur. Sebagai akibat disorientasi,  pasien kemudian terjatuh dari tempat  tidur pada
waktu malam hari dan pasien mengalami patah tulang tungkai.

Dari kasus diatas, perawat telah melanggar etika keperawatan yang telah dituangkan dalam kode etik
keperawatan yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam Musyawarah Nasionalnya di
Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1989 khususnya pada Bab I,  pasal 1, yang menjelaskan tanggung
jawab  perawat  terhadap  klien  (individu,  keluarga  dan  masyarakat).dimana  perawat  tersebut  tidak
melaksanakan  tanggung  jawabnya  terhadap  klien  dengan  tidak  membuat  rencana  keperawatan  guna
memantau dan mempertahankan kemanan pasien dengan tidak memasang penghalang tempat tidur.

Selain itu perawat tersebut juga melanggar bab II pasal V,yang bunyinya Mengutamakan perlindungan
dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas, serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan
jika menerima atau mengalih-tugaskan tanggung jawab yang ada hubungan dengan keperawatan dimana
ia tidak mengutamakan keselamatan kliennya sehingga mengakibatkan kliennya terjatuh dari tempat tidur
dan mengalami patah tungkai.

Disamping itu perawat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perawat dalam hal memberikan
pelayanan/asuhan sesuai standar profesi/batas kewenangan.

Dari kasus tersebut perawat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian seperti patah tulang
tungkai sehingga bisa dikategorikan sebagai malpraktek yang termasuk ke dalam criminal malpractice
bersifat neglegence yang dapat dijerat hukum antara lain :

1. Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-
luka berat.  Pasal  359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati:  Barangsiapa karena
kealpaannya menyebabkan mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal  360  KUHP,  karena  kelalaian  menyebakan  luka  berat:  Ayat  (1)  Barang  siapa  karena
kealpaannya menyebakan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.  Ayat  (2) Barang siapa karena
kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehinga menimbulkan penyakit
atau alangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

3. Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter,
bidan,  apoteker,  sopir,  masinis  dan  Iain-lain)  apabila  melalaikan  peraturan-peraturan
pekerjaannya hingga mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih
berat  pula.  Pasal  361  KUHP  menyatakan:  Jika  kejahatan  yang  diterangkan  dalam  bab  ini
dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian,  maka  pidana ditambah dengan
pertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya  untuk menjalankan pencaharian dalam mana
dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusnya diumumkan. Pertanggung



jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh
sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

Selain pasal tersebut diatas, perawat tersebut juga telah melanggar Pasal 54 :

1) Terhadap  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  melak-sanakan
profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

2) Penentuan ada tidaknya  kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  (1)
ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Kesimpulan

Kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik, artinya bahwa
dalam malpraktek tidak selalu ada unsur kelalaian. Dapat dikatakan bahwa kelalaian adalah melakukan
sesuatu  yang  harusnya  dilakukan pada  tingkatan  keilmuannya  tetapi  tidak  dilakukan atau  melakukan
tindakan dibawah standar yang telah ditentukan.

Kelalaian praktek keperawatan adalah seorang perawat tidak mempergunakan tingkat ketrampilan dan
ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau orang yang terluka
menurut ukuran dilingkungan yang sama.

Kelalaian merupakan bentuk pelanggaran yang  dapat  dikategorikan dalam pelanggaran etik  dan juga
dapat digolongan dalam pelanggaran hukum, yang jelas harus dilihat dahulu proses terjadinya kelalaian
tersebut bukan pada hasil akhir kenapa timbulnya kelalaian. Harus dilakukan penilaian terlebih dahulu
atas  sikap  dan  tindakan  yang  dilakukan  atau  yang  tidak  dilakukan  oleh  tenaga  keperawatan  dengan
standar yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam praktek keperawatan maka perawat sebelum melakukan praktek
keperawatan  harus  mempunyai  kompetensi  baik  keilmuan  dan  ketrampilan  yang  telah  diatur  dalam
profesi keperawatan, dan legalitas perawat Indonesia dalam melakukan praktek keperawatan telah diatur
oleh  perundang-undangan  tentang  registrasi  dan  praktek  keperawatan  disamping  mengikuti  beberapa
peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelesaian kasus kelalaian harus dilihat sebagai suatu kasus profesional bukan sebagai kasus kriminal,
berbeda dengan perbuatan/kegiatan yang sengaja melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain
menjadi  cedera  dll.  Disini  perawat  dituntut  untuk  lebih  hati-hati,  cermat  dan  tidak  cerobah  dalam
melakukan praktek keperawatannya. Sehingga pasien terhindar dari kelalaian.
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